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EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Penulis, Pembimbing Pertama:

Bambang Budiman Dr HLFIRMAN FREADDY BUSROH,, SH MHLCTL.
Pembimbing Kedua:
LIZA DESHAINI, SH M. Hum

ABSTRAK

Praktek korupsi. sangat melanggar kaidah kejujuran, juga melanggar hukum yang
berlaku. serta menurunkan kewibawaan negara  dan  pemerintah,  lagi  pula
mengakibatkan high cost economy yang menaikkan harga produk dan menurunkan
daya saing.
Berdasarkan hasil penclitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan  yaitu
Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pejabat yang melakukan ‘Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah cukup efektif dan dilakukan berdasarkan
prinsip Asas Praduga Tak Bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada
setiap proses peradilan. untuk itu penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para
- penyidik serta penuntut dalam kasus korupsi untuk dapat  membuktikan unsur
~ kesalahan yang terlah terjadi serta bila terbukti pejabat yang melakukan tindak pidana
~ korupsi dapat sanksi hukum berupa pidana mati, Pidana Penjara, dan Pidana
~ tambahan dan faktor penghambat penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang
~ dilakukan oleh Pejabat adalah faktor struktural, kultural, Intrumental. dan faktor
anajemen, serla belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan
LB g adap pelapor dan saksi, sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan
corang yang diduga melakukan ataupun terlibat suatu tindak pidana korupsi.
jangnya birokrasi yang harus dilalui untuk dilakukan penerapan sanksi hukum
hadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. dan belum
sanksi yang tegas bagi penyelenggara nepara yang tidak melaporkan harta

perlu adanya peraturan tentang pejabat Nepara yang melakukan tindak
ang lebih spesifik schingga sctiap pejabat negara yang melakukan
ini diberikan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya sesuai

¢ lagi merugikan Negara, perckonomian serta n .
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pulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah cukup efektif dan
dilakukan berdasarkan Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah atau yang mana
memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu
penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para penyidik serta
penuntut dalam kasus korupsi untuk dapat membuktikan unsur kesalahan
'e terlah terjadi serta bila terbukti pejabat yang melakukan tindak
pidan: korupsi dapat sanksi hukum berupa pidana mati, Pidana Penjara,
: Pidana tambahan.

penghambat penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang
ukan oleh Pejabat adalah faktor struktural, kultural, Intrumental, dan

anajemen, serta belum adanya mekanisme yang jelas mengenai

gan terhadap pelapor dan saksi, sulitnya memperoleh informasi

terkait dengan sesecorang yang diduga melakukan at;

1 tindak pidana korupsi, panjangnya birok

kukan penerapan sanksi hukum terhad

il
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r Sebatknya adanya peraturan fentang pejabat Negara vang melakukan

; - tindak pidana korupsi yang lebih spesifik sehingga setiap pejabat negara

yang melakukan tindak pidana korupsi ini diberikan sanksi hukum dengan

.~ scbaik-baiknya sesuai yang dilakukannya agar tidak lagi merugikan
Negara, perekonomian serta masyarakat didalamnya.

= cbaiknya adanya ketegasan dan pengawasan khusus dari Pemerintah

penerapan sanksi hukum, agar tidak terjadi faktor-raktor

bat yang membuat penerapan sanksi hukum tidak berjalan dengan

tidak dilaksanakan lagi atau hanya membiarkannya,
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